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Sewa-menyewa kontrakan sudah sangat lazim dilakukan 
dikalangan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bisnis yang 
menguntungkan dan menjanjikan. Namun dalam pelaksanaanya 
terkadang tidak sesuai dengan ketentuan akad atau perjanjian yang 
telah disepakati, tidak jarang para pemilik kos meminta uang tambahan 
sebagai bentuk denda atas ketidakdisiplinan pembayaran kontrakan 
seperti yang terjadi pada Kontrakan Jumadi Kecamatan Way Halim 
Bandar Lampung. Dimana pemilik kontrakan menerapkan sebuah 
denda keterlambatan pembayaran kontrakan dan meminta uang 
perpanjangan terlalu dini tanpa adanya sebuah akad atau perjanjian 
sebelumnya.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem 
denda keterlambatan bayar kontrakan di Kontrakan Jumadi Kecamatan 
Way Halim Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan hukum Islam 
tentang denda keterlambatan bayar kontrakan di Kontrakan Jumadi 
Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang 
bersifat deskriptif analisis, dengan analisis sumber data yaitu data 
primer yang diperoleh dari wawancara kepada para pengelola 
Kontrakan dan beberapa penyewa kontrakan Jumadi Kecamatan Way 
Halim Kota Bandar Lampung, data sekunder yang diperoleh dari buku-
buku yang relevan dengan penelitian.Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi 
dalam penelitian ini adalah beberapa pengelola Kontrakan dan 
beberapa penyewa kontrakan Jumadi Kecamatan Way Halim Kota 
Bandar Lampung. Analisis yaitu dengan analisis kualitatif dengan 
menggunakan metode cara berfikir induktif.  
Hasil penelitian menujukan bahwa sistem pelaksanaan 
pemberian denda keterlambatan pembayaran kontrakan di Kontrakan 
Jumadi Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung diawali dengan 
akad yang tidak disebutkan secara jelas diantaranya dengan 
pembayaran perpanjangan yang dilaksanakan 2 minggu sebelum masa 
sewa berakhir dengan presentase 25% serta adanya denda 
keterlambatan pembayaran apabila penyewa kontrakan telat membayar 
uang sampah yaitu Rp 5000,-/minggu, telat membayar perpanjangan 
waktu kontrakan jika ingin melanjutkan yaitu Rp 25.000 dan telat 
membayar biaya sewa kontrakan bulanan yaitu Rp 25.000,-/minggu. 
Ketentuan-ketentuan denda tersebut tidak terdapat dalam akad. 
Tinjauan Hukum Islam pada denda keterlambatan pembayaran 
iii 
 
kontrakan di Kontrakan Jumadi Kecamatan Way Halim Kota Bandar 
Lampung jika dilihat dari ketentuan syarat sewa-menyewa dalam Islam 
yang tidak terpenuhi secara menyeluruh baik dalam hal  ̅qid maupun 
akad dimana tidak adanya keridhoan dalam pembayaran denda 
keterlambatan pembayaran dan tidak adanya akad untuk pemberlakuan 
denda menyebabkan tidak sah untuk dilakukan karena pada dasarnya 
akad adalah perikatan antara  j̅ ̅b dengan qab ̅l yang dibenarkan 
syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak walaupun 
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                           
                              
 
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu  (yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu  ketika kamu sedang 
mengerjakan haji.  Sesungguhnya Allah menetapkan  hukum-hukum 
menurut yang dikehendaki-Nya.”  
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A. Penegasan Judul 
Upaya untuk mengetahui dan mempermudah dalam 
mengerjakan skripsi, maka sebelumnya akan dijelaskan secara 
rinci tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda 
Keterlambatan Bayar Kontrakan (Studi Kasus di Kontrakan 
Jumadi Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung). Dalam 
hal ini penulis akan memberikan penjelasan singkat beberapa kata 
yang berkaitan dengan maksud judul skipsi ini, istilah-istilah yang 
perlu dijelaskan itu antara lain: 
1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat 
(sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).
1
 
2. Hukum Islam, menurut ulama Ushul Fiqh adalah seperangkat 
ketentuan berlandaskan wahyu Allah SWT dan sunnah rasul 
tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 
diyakini masyarakat untuk semua hal bagi beragama Islam.
2
 
3. Denda menurut hukum Islam adalah hukukman yang 
melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah 
tertentu (karena melanggar aturan, undang-undang, dsb). 
Jenis yang paling umum adalah uang, denda yang jumlahnya 
tetap, yang dibayarkan menurut penghasilan sesorang.
3
 
4. Sewa-Menyewa adalah perjanjian dimana pihak yang 
menyewakan mengikatkan diri untuk memberikan kepada 
pihak penyewa kenikmatan atas suatu benda selama wakti 
tertentu dengan pembayaran harga sewa tertentu. 
5. Kontrakan atau kata lainnya adalah tempat tinggal dirumah 
orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar 
setiap bulan atau tahun).
4
 
                                                 
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 
Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1470. 
2Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, 1 ed. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),h. 5. 
3Meity Taqdir Qodratullah, Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar 
(Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan, 2011), h. 97. 




Berdasarkan beberapa teori di atas, dapat disimpulkan 
bahwa sebagai upaya pengkajian hukum Islam tehadap denda 
keterlambatan bayar kontrakan di Kontrakan Jumadi Kecamatan 
Way Halim, Kota Bandar Lampung. 
 
B. Latar Belakang Masalah 
Sewa-menyewa merupakan suatu bentuk transaksi antara 
dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau 
meringankan keduanya. Tindakan atau transaksi ini telah jelas 
dalam Islam, adapun dasar disyariatkannya telah dijelaskan dalam 
Al-Qur‟an dan Hadits. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam 
Q.S. Aṭ-Ṭalāq [65]: 6 yang berbunyi: 
                    
             
“Kemudian jika mereka menyusukan anak-anak mu maka 
berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah 
diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu 
menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan 
(anak itu) untuknya.” (QS. Aṭ-Ṭalāq [65]: 6) 
Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang perintah 
memberi upah bagi para ibu yang telah diceraikan suaminya, 
sehingga ayat Al-Quran di atas menjadi dasar dibolehkannya 
akad sewa-menyewa atau Ij ̅rah guna untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari.  
Rukun dan syarat sewa-menyewa dalam Islam sendiri 
adalah orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-
mengupah, yaitu orang yang menyewakan serta memberikan 
upah, dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu 
atau yang menyewa sesuatu. Syarat seorang pada yang 
menyewakan dan yang menyewa adalah dewasa atau dapat 
membedakan baik dan buruk, berakal, cakap mengendalikan harta 




Prinsip ini memuat ketentuan bahwa muamalah dilakukan 
atas dasar suka sama suka dan rela tanpa mengandung unsur 
paksaan, dalam hal ini bermuamalah dilakukan atas dasar 
pertimbangan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam 
kehidupan masyarakat. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam 
firmannya pada Q.S. An-Nisā‟ [4] ayat 29 yang berbunyi:  
            
        
    
 “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian 
memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang 
batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan 
janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah 
itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.” (Q.S. An-Nisā‟ [4]: 29) 
Ayat di atas menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi 
muamalah baik dalam segi sewa-menyewa dilarang untuk 
memakan harta seseorang dengan cara yang batil, kecuali dengan 
jalan atas dasar suka sama suka, dan ayat tersebut juga 
menjelaskan agar salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau 
paksaan dengan mengambil hak orang lain secara paksa. 
Karena berakal, dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), 
keduanya tidak mubazir, dewasa dan kedua belah pihak tidak ada 
yang dirugikan merupakan salah satu rukun dan syarat yang harus 
terpenuhi dalam setiap transaksi muamalah terutama dalam hal 
sewa-menyewa atau Ij ̅rah..  
 Selain itu syarat yang harus dipenuhi dalam sewa-menyewa 
itu sendiri yakni                antara penyewa dan yang 
menyewakan, yang di dalamnya terdapat ketetapan-ketetapan 
yang telah disepakati antara pemilik sewa dan penyewa, antara 
lain ketentuan yang harus disepati dalam sewa-menyewa adalah 
denda keterlambatan bayar sewa rumah kontrakan. 
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Perjanjian sewa-menyewa telah banayak ditemui dalam 
lingkungan masyarakat. Terdapat berbagai jenis sewa-menyewa 
dalam praktiknya seperti, sewa kendaraan, sewa ruko, sewa sewa 
kamera, sewa rumah kontrakan, dan yang lainnya. Sewa-menyewa 
rumah kontrakan menjadi salah satu pilihan masyarakat sebagai 
bisnis yang dapat dipilih. Bisnis sewa-menyewa rumah kontrakan 
merupakan salah satu bisnis yang sangat menguntungkan dan 
menjanjikan, karena jumlah permintaan rumahkontrakan semakin 
meningkat dan memberikan penghasilan rutin jangka panjang. 
Pelaksanaan perjanjian ini terkadang tidak sesuai dengan 
ketentuan akad yang disepakati, tidak jarang para pemilik 
kontrakan meminta denda keterlambatan bayar sewa kontrakan 
terhadap penyewa dikarenakan penyewa tidak meninggalkan 
kontrakan tepat pada 2 minggu sebelum waktu masa sewa berkhir, 
hal seperti ini terjadi di Kontrakan Jumadi Kecamatan Way 




“Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah 
menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Al Mubarak telah 
menceritakan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Salim dari 
bapaknya radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: “Siapa yang mengambil sesuatu (sebidang 
tanah) dari bumi yang bukan haknya maka pada hari qiyamat 
nanti dia akan dibenamkan sampai tujuh bumi”. 
                                                 
5Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahiih Al-Bukhari V/103, No. 
2274, (Beriut: Dar Al‟ilm Li Al Malayin, 1988).  
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Dalam hadis di atas menjelaskan bahwa Islam telah mengatur 
segala aspek dari kehidupan manusia dan senantiasa menjaga hak 
setiap manusia serta memberikan ancaman bagi orang yang 
mengambil tanah yang bukan haknya. 
Perjanjian sewa-menyewa ini telah terjadi ijab dan kabul 
antara pemilik sewa dengan penyewa yang dilakukan secara lisan, 
dimana dalam akad telah disepakati bahwa upah sewa terhadap 
Kontrakan Jumadi Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung 
adalah Rp 600.000,- untuk bulanan, Rp 7200.000,- untuk masa 
satu tahun dan Rp. 15.000 uang sampah, dengan tidak 
menjelaskan berbagai macam denda yang akan berlaku 
dikemudian hari. Namun penerapan yang terjadi untuk sewa-
menyewa kontrakan yang dilakukan secara tahunan pemilik 
rumah tersebut meminta untuk segera meninggalkan kontrakan 
yang belum habis masa sewa jika tidak maka diberlakukan sebuah 
denda keterlambatan dengan besaran tertentu tanpa adanya 
kesepakatan sebelumnya. 
Perjanjian awal yang telah disepakati masa sewa kontrakan 
tersebut adalah satu tahun, artinya penyewa boleh menempati 
rumah kontrakan tersebut selama satu tahun setelah membayar 
upah sewa, akan tetapi dalam pelaksanaannya berbeda. 
Realitasnya 2 minggu sebelum masa sewa berakhir penyewa 
sudah harus membayar denda keterlambatan bayar sewa 
kontrakan karena pemilik kontrakan mengganggap penyewa telah 
melewati batas perjanjian. Jika penyewa ingin membatalkan 
perpanjangan sewa maka para penyewa sudah harus menyerahkan 
kembali kamar kontrakan kepada pemiliknya pada bulan tersebut, 
sehingga hak pakai penyewa terhadap rumah kontrakan tersebut 
tidak terpenuhi secara menyeluruh. 
Menurut Aliminsyah, denda diartikan sebagai hukuman 
berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan 
atau undang-undang.
6
 Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah 
[2] ayat 280 yang berbunyi: 
                                                 
6Aliminsyah dan Panji, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan (Jakarta: 
Balai Pustaka, 2000), h. 53. 
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                          
        
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka 
berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. 
Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika 
kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 280) 
 
Berdasarkan ayat yang telah disebutkan di atas dijelaskan 
bahwa apabila ada kesulitan membayar suatu tanggungan, berilah 
ia (orang yang berhutang) tenggang waktu hingga tiba masa 
pelunasan sampai betul-betul mampu, dan sedekahkan kepadanya 
dengan membebaskan semua hutang atau sebagiannya apabila 
tanggungan itu belum juga dilunasi. Pada praktiknya ada beberapa 
pemilik kontrakan yang menerapkan tambahan (denda) 
keterlambatan bayar sewa kontrakan melewati waktu yang 
ditentukan. 
Berdasarkan latar belakang dalam uraian paragraf 
sebelumnya, menurut peneliti terdapat kesenjangan antara teori 
dan praktik di lapangan, khususnya berkenaan dengan akad dan 
pelaksanaan denda keterlambatan pembayaran kontrakan. Oleh 
karena itu peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut dalam 
bentuk penelitian di lapangan dengan judul “Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Denda Keterlambatan Bayar Kontrakan (Studi 
Kasus di Kontrakan Jumadi Kecamatan Way Halim, Kota Bandar 
Lampung)”. 
 
C. Fokus Penelitian 
Berdasarkan latar belakang di atas bahwa transaksi sewa-
menyewa yang terjadi pada Kontrakan Jumadi Kecamatan Way 
Halim, Kota Bandar Lampung beberapa sama seperti sewa-
menyewa pada umumnya, akan tetapi dilakukan dengan beberapa 
ketentuan yang harus dijalankan atau dilakukan dengan 
pengenaan sebuah denda yang semakin lama proses pembayaran 
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maka akan semakin banyak pula jumlah rupiah yang harus 
dibayarkan. Sebagai bentuk denda keterlambatan pembayaran 
kontrakan. Fokus dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Denda Keterlambatan Bayar Kontrakan (Studi 
Kasus di Kontrakan Jumadi Kecamatan Way Halim, Kota Bandar 
Lampung). Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan 
menjadi sub fokus sebagai berikut: 
1. Objek dalam penelitian ini adalah penyewa kontrakan di 
Kontrakan Jumadi Kecamatan Way Halim Kota Bandar 
Lampung. 
2. Batasan masalah pada penelitian ini adalah praktik dari 
sistem denda keterlambatan bayar kontrakan di Kontrakan 
Jumadi Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, 
maka peneliti merumuskan beberapa pokok masalah yang akan 
menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana pemberian denda keterlambatan pembayaran 
kontrakan di Kontrakan Jumadi Kecamatan Way Halim, Kota 
Bandar Lampung? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang denda keterlambatan 
pembayaran kontrakan di Kontrakan Jumadi Kecamatan Way 
Halim, Kota Bandar Lampung? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui pemberian denda keterlambatan pembayaran 
kontrakan di Kontrakan Jumadi Kecamatan Way Halim, Kota 
Bandar Lampung. 
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang denda 
keterlambatan pembayaran kontrakan di Kontrakan Jumadi 





F. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai 
usaha memperkaya pemahaman ilmu pengetahuan untuk 
penulis serta memberikan penafsiran terhadap masyarakat 
mengenai ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik sewa-
menyewa terutama mengenai denda keterlambatan bayar sewa-
menyewa berdasarkan hukum Islam. 
2. Secara praktis penelitian ini bertujuan sebagai suatu syarat 
tugas akhir untuk mendapat gelar S.H pada Fakultas Syari‟ah 
UIN Raden Intan Lampung. 
 
G. Kajian Penelitian  
Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian 
terdahulu, beberapa sumber yang memeliki keterkaitan penelitian 
yang dilakuakan yaitu sebagai berikut: 
1. Penelitian telah dilakukan oleh Citra Biovika Fauziah tahun 
2018 yang berujudul “Analisis Hukum Islam Tentang 
Pelaksanaan Pembayaran Denda Pada Keterlambatan SPP 
Studi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 
2017-2018”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 
penjelasan bagaimana penerapan denda pada keterlambatan 
pembayaran SPP yang terjadi di Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung memberikan pengetahuan kepada 
masyarakat, tentang hukum dalam penerapan denda pada 
keterlambatan pembayaran SPP yang selama ini masyarakat 
umum belum mengetahui dalam syariat Islam.  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field 
Reseach), sifat penelitian ini adalah bersifat bersifat 
deskripitif analisis, analsisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini 
digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan 
cara tidak langsung atau turun langsug kepada objek 
penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 
pelaksanaannya tidak ada pemanggilan mahasiswa yang 
terlambat membayarkan SPP, hanya jika mahasiswa tersebut 
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tidak membayarkan SPP sesuai dengan tanggal yang sudah 
ditentukan oleh pihak universitas maka secara otomatis 
mahasiswa tersebut mendapatkan tambahan denda dari 
jumlah SPP yang dibayarkan. Apabila mahasiswa tersebut 
hanya membayarkan jumlah SPP dan tidak membayarkan 
sanksi (denda) tersebut maka nilai dan siakad mahasiswa 
tersebut masih tetap dalam keadaan terkunci dengan 
keterangan masih memiliki tagihan UKT (Uang Kuliah 
Tunggal).  
Dalam hukum Islam pelaksanaan pembayaran denda 
pada keterlambatan SPP pada Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung diperbolehkan karena denda semacam 
ini juga termasuk syarth jaza’i yaitu diperbolehkan,asalkan 
hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang piutang 
dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya 
kerugian secara riil, juga hasil dari denda tersebut digunakan 





2. Penelitian telah dilakukan oleh Dinda Bestari tahun 2020 yang 
berujudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketidaksesuaian 
antara Akad Awal Dengan Kenyataan Dalam Perjanjian Sewa-
Menyewa Kamar Kos Studi Kasus Pada Kos Putri Bunda 
Kelurahan Sukarame Bandar Lampung”. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan akad awal 
sewa menyewa di Kos Putri Bunda Kelurahan Sukarame Bandar 
Lampung dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum 
Islam tentang ketidaksesuaian akad awal dalam perjanjian sewa 
menyewa di kos Putri Bunda Kelurahan Sukarame Bandar 
Lampung. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan 
analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari 
wawancara kepada pemilik kos dan penyewa kos, data sekunder 
                                                 
7Citra Biovika Fauziah, “Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan 
Pembayaran Denda Pada Keterlambatan SPP”, (Skripsi Program Strata 1 Hukum 
Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018) 
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yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, 
wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 
ketidaksesuaian akad awal dalam perjanjian sewa menyewa 
yang dilakukan oleh pemilik kos dengan cara memaksa pihak 
penyewa kos untuk membayar uang listrik melebihi jumlah tarif 
yang telah disepakati pada awal akad atau perjanjian. Namun 
apabila pihak penyewa kos tidak melakukan pembayaran sesuai 
dengan tarif yang telah ditentukan oleh pemilik kos maka 
dilakukan pengusiran secara paksa yang mengakibatkan 
keterpasaan dalam pembayaran. Ditinjauan dari presfektif 
hukum Islam pemaksaan dan keterpaksaan tidak diperbolehkan 
karena hanya menguntungkan salah satu pihak dan hal tersebut 





3. Penelitian telah dilakukan oleh Hajah Triani Saputri tahun 2019 
yang berujudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda 
Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum 
(PAM) Studi Kasus di PDAM Tirta Satria Kabupat Untuk 
mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik 
penerapan denda keterlambatan pembayaran tagihan PAM di 
PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana 
praktek arisan dengan sistem indek tahunan, dan yang kedua 
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan dengan sistem 
indek tahunan di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, 
Kabupaten Banyuwangi. Penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif 
kualitatif, dengan analisis sumber data yaitu data primer yang 
diperoleh dari wawancara kepada pemilik kos dan penyewa kos, 
                                                 
8Dinda Bestari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketidaksesuaianantara Akad 
Awal Dengan Kenyataan Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kamar Kos”, (Skripsi 




data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang relevan 
dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam 
praktik penerapan denda yang dilakukan oleh pihak PDAM 
kepada pelanggannya diperbolehkan, sebab denda tersebut 
merupakan bagian dari perjanjian yang sudah ditandatangani 
pelanggan pada saat melakukan pendaftaran. Hal ini sesuai 
dengan kaidah fikih yang berarti kaum muslimin terikat dengan 
kesepakatan-kesepakatan yang mereka buat, kecuali kesepakatan 
yang mengaharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram. Penerapan sanksi tersebut juga mendatangkan manfaat 
dan menghindari kemadharatan. Manfaatnya menjadikan 
pelanggan disiplin dalam melakukan kewajibannya membayar 





H. Metode Penelitian 
Penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung 
tentang denda keterlambatan bayar kontrakan di rumah Kontrakan 
Jumadi Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini tergolong model penelitian lapangan 
(field research) yakni suatu penelitian yang bermaksud 
untuk mengimpun data dari lokasi atau lapangan.
10
 
Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian 
lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang 
langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.
11
 
Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan 
metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis 
                                                 
9Hajah Triani Saputri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan 
Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM)”, (Skripsi Program Strata 1 
Hukum BisnisIAIN Purwokerto,Purwokerto, 2019) 
10Kartini dan Kartono,Pengantar Metodologi Riset Sosial,(Bandung:Mandar 
Maju,1996), 81. 
11Ibid, h. 9. 
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tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah 
masyarakat mengenai praktik pengenaan denda dalam 
sewa-menyewa kontrakan di Kontrakan Jumadi 
Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung. Selain 
penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga 
menggunakan penilitian pustaka (Library Research), 
sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik 





b. Sifat Penelian 
Penelitian ini bersifat deskriptif yakni suatu 
penelitian yang bermaksud untuk menjelaskan seteliti 
mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau 
kelompok tertentu.
13
 Pada penelitian ini akan di 
deskripsikan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang 
sistem denda keterlambatan dalam pembayaran 
kontrakan di Kontrakan Jumadi Kecamatan Way Halim, 
Kota Bandar Lampung. 
 
2. Data dan Sumber Data 
Penelitian ini fokus atas permasalahan tinjauan hukum 
Islam terhadap denda keterlambatan bayar kontrakan.
14
 Oleh 
sebab itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah, sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Sumber data primer yakni data yang didapat 
langsung dari responden atau objek yang diteliti. 
Sumber data pokok yakni sebanyak responden yang 
terdiri dari perorangan yang merupakan pemilik rumah 
kontrakan dan para penyewa rumah kontrakan. 
                                                 
12 Susiadi AS, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: Fakultas Syari‟ah 
IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 3. 
13Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54. 
14Muhammad Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 
2006), h. 57. 
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b. Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh 
melalui pihak lain tidak langsung dari subjek 
penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai 
data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. 
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
didapat dari beberapa penelitian terdahulu serta 
beberapa jurnal seperti jurnal al-adalah. 
 
3. Populasi 
Populasi yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan 
atau obyek penelitian.
15
 Adapun populasi dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Pemilik rumah kontrakan yang terdiri dari 2 dua orang 
yakni, bapak dan ibu pemilik kontrakan di Kontrakan 
Jumadi Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung. 
b. Penyewa rumah kontrakan yang telah melaksanakan 
transaksi denda keterlambatan bayar sewa kontrakan 
yang terdiri dari 7 orang penyewa. 
Jadi total populasi dari objek penelitian ini 9 orang yang 
terdiri dari 2 (dua) orang pemilik kontrakan dan 7 orang 
penyewa kontrakan.. 
 
4. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis 
standar untuk memperoleh data yang diperlukan.
16
 
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 
beberapa metode, yakni: 
a. Wawancara, merupakan cara yang digunakan untuk 
memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai 
tujuan tertentu. Dalam suatu wawancara terdapat dua 
pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu 
                                                 
15Burhan Ashofha, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 
79. 
16Suharmisi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2006), h.  175. 
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pewawancara dan pemberi informasi yang disebut 
informan atau responden.
17
 Wawancara dilakukan 
dengan pemilik objek sewa dan penyewa rumah 
Kontrakan Jumadi Kecamatan Way Halim, Kota 
Bandar Lampung. 
b. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel berupa catatan, buku, surat kabar, agenda dan 
sebagainya.
18
 Metode ini merupakan suatu cara untuk 
mendapatkan data-data dengan mendata arsip 
dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang 
sedang diteliti. 
 
5. Metode Pengolahan Data dan Metode Analisis Data 
a. Metode Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat berarti menimbang 
menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam 
menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih 
secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta 
berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara 
mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan 
menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. 
Penulis menggunakan tahapan-tahapan di bawah ini 
untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, 
yaitu: 
1) Editing atau pemeriksaan yakni memperbaiki 
apakah data yang terimpun telah cukup lengkap, 
telah benar atau sesuai atau relevan dengan 
masalah. 
2) Klasifikasi adalah pengklasifikasian data-data 
sesuai dengan jenis dan klasifikasinya sesudah 
dilakukan pemeriksaan. 
                                                 
17Ashofha, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) h. 95. 
18Ibid., h. 188. 
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3) Interprestasi yaitu memberikan pemahaman atas 
hasil guna menganalisis dan menarik kesimpulan.
19
 
4) Sistemating yakni melaksanakan pemeriksaan atas 
data-data dan bahan-bahan yang sudah diperoleh 
dengan cara sistematis, terarah dan berurutan sesuai 




b. Metode Analisis Data 
Data yang telah terkumpul kemudian pada penelitian 
seterusnya data tersebut bisa diuraikan secara kualitatif, 
yakni suatu metode penelitian yang membentuk data 
deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang 
yang berperilaku yang bisa dipahami.
21
 Setelah itu 
dianalisis memakai cara berfikir induktif, yakni cara yang 
mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan 
kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum 
mengenai fenomena yang diselidiki.
22
 
Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan 
tentang berbagai hal yang berkenaan dengan denda 
keterlambatan bayar kontrakan. Hasil analisanya 
dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam 
sistematika pembahasan dalam penelitian ini. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Guna memperoleh pembahasan yang sistematis, maka 
penulis perlu menyusun sistematika sehingga dapat menunjukan 
hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis 
akan mendiskripsikan sistematika penulisan yaitu sebagai berikut: 
 
                                                 
19Kartini dan Kartono, Pengantar Metodelogi Research (Bandung: Sosial 
Mandar Maju, 1999), h. 86. 
20Noer Saleh dan Musanet, Pedoman Membuat Skripsi (Jakarta: Gunung 
Agung, 1989), h. 16. 
21Lexy L. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda 
Karya, 2001), h. 3. 
22Sutrisno Hadi, Metode Research, 1 ed. (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, 
Fakultas Psikologi UGM, 1981), h.  36. 
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1. Bagian Awal Skripsi 
Bagian awal memuat halaman judul, abstrak, surat 
pernyataan, persetujuan dosen pembimbing, halaman 
pengesahan, halaman motto persembahan, riwayat hidup, 
halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar 
tabel, halaman daftar lampiran, dan halaman daftar tabel. 
 
2. Bagian Utama Skripsi 
Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari penegasan 
judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
kajian penelitian, metode penelitian, dan sistematika 
pembahasan.  
Bab II Landasan Teori pada bab ini memuat uraian 
tentang buku-buku yang berisi teori-teori besar dan teori-teori 
yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini keberadaan 
teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian 
terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir 
pada konstruksi teori baru yang dikemukan oleh peneliti.  
Bab III Deskripsi Objek Penelitian, menjelaskan 
tentang gambaran umum dari objek penelitian serta 
menyajikan fakta-fakta dan data penelitian yang diperoleh. 
Bab IV Analisis Penelitian pada bab ini memuat hasil 
penelitian yang meliputi, pemaparan data atau analisis data 
penelitian, dan temuan penelitian. 
Bab V  Penutup pada bab ini memuat berisi mengenai 
pembahasan bab keenam yaitu simpulan dan rekomendasi. 
 
3. Bagian Akhir Skripsi 
Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar 






   
A. Sewa-Menyewa (Ij ̅rah) Dalam Islam 
1. Pengertian Sewa-Menyewa (Ij ̅rah) 
Sewa-menyewa merupakan suatu istilah yang 
dipergunakan oleh masyarakat dalam urusan bersama yang ada 
kaitanya untuk mendapatkan keuntungan yang akan diperoleh 
berdasarkan kesepakatan antara pihak perjanjian.
23
 Ij ̅rah 
menurut bahasa artinya adalah upah ataupun sewa menyewa, 
sedangkan menurut syara‟ adalah sewa menyewa yang di 
dalamnya melakukan akad dan mengambil manfaat dari suatu 
yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu 




Sewa menyewa dalam Bahasa Arab dikenal dengan 
istilah ij ̅rah. Menurut bahasa ij ̅rah artinya sewa menyewa 
atau jual-beli manfaat. Sayid Sabiq mengemukakan bahwa al-
Ij ̅rah berasal dari kata al-ajru, yang berarti sewa atau 
imbalan, ganjaran atau pahala.
25
 Ij ̅rah mempunyai pengertian 
umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau 
imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu 
aktifitas. 
Dalam sebuah kitab Fathul Qarib menjelaskan bahwa 
ij ̅rah adalah kemanfaatan yang telah disengaja dan 
diperbolehkan dengan penggantian yang jelas. Sewa-menyewa 
dalam Islam diistilahkan dengan Al-ij ̅rah‟ menurut 
pengertian hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai 




                                                 
23 Ajib Ghufron, Fiqih Muamalah II Kotemporer Indonesia, (Jakarta: Karya 
Abadi Jaya, 2015), 124 
24 Helmi Karin, Fiqih Muamalah, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 29 
25 Eka Nuraini, Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar 
Modal Indonesia Dalam Perspektif Fikih”, Jurnal Al- Adalah, Vol.14 No.1. (2017), 
239. https://doi.org/ 10.24042/adalah.v14i1.2203 
26 Chairuman Pasabiru dan Suhrawadi K Lubis, Hukum Perjanjian Dalam 




Dalam hukum ekonomi Islam, sewa-menyewa yaitu 
sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang 
bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai 
kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. 
Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewa wajib 
menyerahkan barang kepada penyewa. Dengan diserahkanya 




Ij ̅rah dalam kontek perbankan Islam adalah suatu 
perjanjian bahwa suatu bank atau lembaga keungan 
menyewakan peralatan berdasarkan biaya yang telah di 
tentukan secara pasti sebelumnya.
28
 Menurut jumhur ulama 
fiqih, ij ̅rah adalah menjual manfaat dan yang boleh 
disewakan adalah manfaatnya.
29
 Ij ̅rah adalah suatu jenis akad 
untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. 
Sedangkan di dalam kamus hukum, ij ̅rah adalah suatu 
perjanjian dalam upah-mengupah ataupun sewa-menyewa.
30
 
Dalam arti luas ij ̅rah bermakna suatu akad yang berisi 
penukaran manfaat suatu jalan memberi imbalan dalam jumlah 
tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual pemanfaatan 
benda. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa sewa menyewa adalah memberikan suatu 
barang atau benda kepada orang lain untuk di ambil 
manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati secara 
bersama baik dari pihak penyewa ataupun orang yang 
menyewakan barang atau benda tersebut dan dengan syarat-





                                                 
27 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah (Semarang: Rezeki Putra, 
1976), 89. 
28 Sutan Remi, Perbankan Syariah dan Kedudukan Dalam Tata Hukum 
Perbankan Indonesia, cet. I (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999),78-79. 
29 Ibid, 123. 
30 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta :Rineka Cipta, 1992), 177.  
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2. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (Ij ̅rah) 
a. Al-Qur‟an 
Al-Qur‟an merupakan kalam Allah SWT yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang lafadz-
lafadznya mengandung mukzizat dan membacanya 
mempunyai nilai ibadah.
31
 Dalam Al-Qur‟an ketentuan 
tentang secara sewa menyewa tidak tercantum secara 
terperinci, akan tetapi pemahaman sewa-menyewa 
dicantumkan dalam bentuk yang tersyirat seperti dalam Q.S. 
An-Naḥl [16] ayat 97, yang berbunyi : 
                  
                    
      
 “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik 
laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 
sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang 
baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada 
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 
mereka kerjakan.” (Q.S. An-Naḥl [16]: 97) 
 
Dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada 
diskriminasi  upah atau pun sewa dalam Islam, jika mereka 
mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah SWT akan 
memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa 
yang mereka kerjakan dan janji Allah SWT ditujukan kepada 
orang yang beramal shaleh. Sebagaimana dijelaskan dalam 
Q.S. A ̇-  ̇ukhruf [43] ayat 32 yang berbunyi:  
                                                 
31 Robinson Anwar, Ulumul Qur’an (Bandung:  Pustaka Setia, 201), 34. 
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                      
                      
                   
 “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat 
Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka 
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah 
meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain 
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu 
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. A ̇-
  ̇ukhruf [43]: 32) 
 
Maksut dari ayat ini adalah “apakah mereka yang 
membagi-bagi rahmat Rabbmu”, pengertian dari ayat ini 
adalah Rahmat adalah Kenabian (kami telah menentukan 
antara mereka kehidupan mereka dalam kehidupan dunia) 
maka kami jadikan sebagiandari mereka kaya dan sebagian 
lainya miskin (dan kami telah meninggalkan sebagian 
mereka) dengan diberi kekayaan (atas sebagian yang lain 
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan) golongan orang- orang yang berkecukupan 
(sebagian yang lain) atas golongan orang-orang yang miskin 
(sebagai pekerja).  
 
b. Hadis 
Hadis adalah segala sesuatu yang diberikan dari nabi 
SAW, baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat 
maupun hal ihwal nabi.
32
 Hadis adalah sumber kedua setelah 
                                                 




Al-Quran, dalam Hadis juga disebutkan mengenai dasar 
hukum sewa-menyewa antara lain: 
33
“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah 
shallallahu‟alaihi wasallam bersabda: “Berikanlah upah 
kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu 
Majah) 
Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam persoalan 
sewa-menyewa untuk segi pembayaran harus segara 
diberikan dan tidak boleh di tunda-tunda dalam melakukan 
pembayaranya. 
c. Ijma‟  
Umat Islam pada masa sahabat telah berijma‟ bahwa 
ij ̅rah di bolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Hal ini 
didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu 
seperti halnya kebutuhan akan tempat tinggal. Ketika akad 
jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk 
membolehkan akad ij ̅rah atas manfaat atau jasa. Karena 
pada hakikatnya, akad ij ̅rah juga merupakan akad jual beli 
namun pada objeknya, manfaat atau jasa.
 34
 
Tujuan dibolehkanya ij ̅rah adalah dapat meringankan 
beban orang lain dan dapat mendatangkan manfaat. Dengan 
dibolehkannya ij ̅rah maka orang yang tidak memiliki 
tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain (rumah 
kost) dengan waktu tertentu dengan membayar uang sewa 
yang telah disepakati. 
Dalam berij ̅rah diperbolehkan karena mengandung 
unsur manfaat, kejelasan dalam objek sewa serta tujuan dan 
maksud yang memungkinkan untuk diberikan dengan tidak 
mengurangi nilai barang yang dipinjam dengan pengganti 
                                                 
33 Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini wa Majah, Sunnah Ibn 
Majah, juz 7 (Kairo: Mawqi‟Wizarah al-Auqaf al-Mishiriyah, t.th hadis ke-2537), 398,  





 Ajaran Islam pada prinsipnya sangat 
memperhatikan kebutuhan manusia, yang telah menjadi 
fitrohnya saling ketergantungan antara yang satu dengan 
yang lainhya. Dengan adanya ijma‟ akan memperkuat 
keabsahan akad ij ̅rah.36 
 
3. Rukun Dan Syarat Sewa-Menyewa (Ij ̅rah) 
a. Rukun Sewa Menyewa 
Menurut Jumhur Ulama rukun sewa menyewa 
(Ij ̅rah) adalah sebagai berikut: 
1) Orang yang berakad 
Di dalam istilah hukum Islam orang yang 
menyewakan disebut dengan mu'ajjir, sedangkan 
orang yang menyewa disebut dengan musta'jir. 
Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan 
orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu 
mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan 
yang baik dan yang buruk serta dewasa.
37
 
2) Adanya akad 
Akad berasal dari bahasa Arab ) العقد ( yang 
berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan.
38
 
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, ) العقد ) memiliki 
arti perikatan, perjanjian dan pemufakatan .
39
 
Menurut bahasa akad mempunyai beberapa 
arti, antara lain: 
a) Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali 
dan mengikat salah satunya dengan yang lain 
                                                 
35 Abdur Rahman Al-Jaziry, Al- Fiqih Muamalah, (Jakarta : Amzah, 2010), 90. 
36 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka 
Belajar, 2008), 158. 
37 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 
145. 
38 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 114. 
39 Rahmawati Eka Nuraini, Ab Mumin, Akad Jual Beli Dalam Presfektif Fikih 




sehingga bersambung, kemudian keduanya 
menjadi sebagai sepotong benda.
 40
 
b) Sambungan, yaitu sambungan yang memegang 
kedua ujung itu dan mengikatnya.
41
 
c) Janji, yaitu keinginan yang dikemukakan oleh 
seseorang untuk melakukan sesuatu, baik 
perbuatan maupun ucapan dalam rangka 
memberikan keuntungan bagi pihak lain. Dalam 
hal ini kedua belah pihak (saling berjanji) untuk 





 Ijab dan kabul adalah suatu ungkapan antara 
dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau 
benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar 
dari salah seorang yang berakad dengan 
menggambarkan kemauannya dalam mengadakan 
akad. Kabul adalah kata yang keluar dari pihak yang 




Suatu akad dapat dipandang berakhir apabila telah 
mencapai tujuannya. Selain tercapainya tujuan, akad 
dipandang berakhir apabila terjadi pembatalan. 
Pembatalan terjadi dengan sebab-sebab sebagai 
berikut: 
a) Dibatalkan karena adanya hal-hal yang tidak 
dibenarkan syara‟ 
b) Dengan sebab adanya khiy ̅r. 
c) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain 
membatalkan karena menyesal atas akad yang 
baru saja dilakukan. 
                                                 
40Muhammad Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh 
Muamalat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 101. 
41Ibid.   
42Oni Sahroni, Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan 
Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah,  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 3. 
43 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, 27. 
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d) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya 
akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak 
bersangkutan.  
e) Karena habis waktu 
f) Karena tidak dapat izin dari pihak yang 
berwenang. 
g) Karena kematian. 44 
3) Sewa atau imbalan  
 Uang sewa atau imbalan atas pemakaian 
manfaat barang tersebut disebut dengan ujrah. Pihak 
penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan 
kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara 
keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya uang 
sewa diberikan pada saat terjadinya akad 
sebagaimana dalam transaksi jual beli. Tetapi pada 
waktu akad para pihak dapat mengadakan 
kesepakatan seperti pembayaran boleh diadakannya 




4) Obyek Sewa  
 Obyek sewa yaitu barang yang dijadikan 
obyek sewa-menyewa. Syarat-syarat barang yang 




(1) Obyek ij ̅rah itu dapat diserahkan. 
(2) Obyek ij ̅rah itu dapat digunakan sesuai 
kegunaan. 
(3) Obyek harus jelas dan terang mengenai obyek 
yang diperjanjikan. 
(4) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah 
yang dibolehkan oleh agama. 
 
                                                 
44 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 100. 
45 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, 30. 




b. Syarat Sewa-Menyewa 
  Sewa menyewa dipandang sah jika memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: 
1) Pelaku sewa menyewa harus berakal 
Kedua belah pihak dalam melakukan akad 
haruslah berakal. Maka tidak akan sah anak kecil 
atau orang gila yang dianggap bisa membedakan 
mana yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
47
 
Secara umum sewa menyewa dikatakan bahwa para 
pihak yang melakukan ij ̅rah seharusnya orang yang 
sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, 
sehingga segala perbuatan yang dilakukan, dapat 
dipertanggung jawabkan secara hukum.
48
 
2) Ridho kedua belah pihak 
Para pihak yang menyelenggarakan akad 
haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh 
kerelaan. Dalam konteks ini akad sewa menyewa 
tidak boleh dilakukan salah satu pihak, kedua-duanya 
atas dasar kesepakatan, baik keterpaksaan itu datang 




3) Objek sewa menyewa harus jelas manfaatnya 
Barang yang disewa itu perlu diketahui mutu 
dan keadaannya demikian juga mengenai jangka 
waktunya, misalnya sebulan, setahun bahkan lebih. 
Pernyataan ini dikemukakan oleh fuqoha 
berlandaskan kepada kemaslahatan, karena tidak 






                                                 
47 Hamzah Ya‟qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Bandung: Diponegoro, 
1998), 320. 





4) Objek sewa menyewa haruslah terpenuhi 
Dengan demikian sesuatu yang diakadkan 
haruslah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan 
(realitas), bukan sesuatu yang tidak berwujud dengan 
sifat yang tidak jelas, maka objek yang menjadi 




5) Objek sewa menyewa haruslah barang yang halal 
Islam tidak membenarkan sewa menyewa atau 
perburuhan yang terhadap sesuatu perbuatan yang 




6) Pembayaran harus bernilai dan jelas 
Jumlah pembayaran sewa menyewa haruslah 
dirundingkan terlebih dahulu, atau kedua belah pihak 





4. Macam-Macam Sewa-Menyewa 
Pembagian ij ̅rah biasanya dilakukan dengan 
memperhatikan objek ij ̅rah tersebut. Ditinjau dari segi 
objeknya, akad ij ̅rah menurut Ulama Fiqh terbagi menjadi 
dua macam : 
a. Ij ̅rah atau sewa menyewa yang bersifat manfaat, 
yaitu menyewa dengan memanfaatkan benda yang 
kelihatan dan dapat dirasa. Contohnya adalah sewa 
menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan 
perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat 
yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan, maka 




                                                 
51 Hamzah Ya‟qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, 321. 
52 Ibid. 
53 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah Terjemahan Tirmidzi, 19-20. 
54 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, 662. 
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b. Ij ̅rah atau sewa menyewa yang bersifat pekerjaan, 
yaitu menyewa dengan mengupahkan benda untuk 
dikerjakan dengan cara mempekerjakan seseorang 
untuk melakukan suatu pekerjaan.
55
 
Sewa menyewa seperti ini hukumnya boleh 
apabila jenis pekerjaan itu jelas, misalnya buruh 
bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu 
dan lain-lain. Sewa menyewa seperti ini ada yang 
bersifat pribadi, misalnya menggaji seorang pembantu 
rumah tangga, tukang kebun dan satpam, serta sewa 
menyewa yang bersifat serikat yaitu seseorang atau 
sekelompok orang yang menjual jasanya untuk 
kepentingan orang banyak, misalnya tukang sepatu, 
buruh pabrik dan tukang jahit. 
Kedua bentuk sewa menyewa terhadap pekerjaan 
ini hukumnya diperbolehkan.
56
 Akad ini dalam 
Madzhab Syafi‟i hampir sama dengan akad pesanan, 
yang harus diperhatikan dalam ij ̅rah ini adalah upah 





5. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian 
Sewa-Menyewa 
Perjanjian sewa menyewa adalah salah satu bentuk 
usaha yang dilakukan sehari-hari yang terjadi antara 
pihak yang menyewakan benda tertentu untuk sekedar 
memperoleh sejumlah uang dan pihak penyewa untuk 
memenuhi kebutuhan kenikmatan atas benda tertentu 
selama waktu tertentu. Akan tetapi, secara khusus, 
perjanjian sewa menyewa dapat menjadi mata 
pencaharian bagi pihak yang menyewakan benda. 
Dalam hubungan ini, pihak yang menyewakan benda 
                                                 
55 Al-Ustadz Idris Ahmad, Fiqh Syafi’iyyah (Jakarta: Karya Indah, 1986), 83. 
56Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, 662. 
57Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, Hukum Islam Dalam Timbangan Akad dan 
Hikmah (Jakarta: Pustaka Azzam, 1975), 57. 
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dapat berstatus sebagai pengusaha, produsen, 
sedangkan pihak penyewa dapat sebagai manusia 
pribadi, konsumen, badan hukum yang menikmati 
benda.  
Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang 
dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan 
masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup 
dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran 
dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan 
hukum nasional, serta bahan dalam pembinaan dan 
pengembangannya. Firman Allah SWT dalam surat Al-
M ̅‟idah [5] ayat 1 sebagai berikut:  
               
           
  
 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-
akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali 
yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan 
hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. 
Al-M ̅‟idah [5]: 1) 
 
Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian 
timbal balik sehingga ada hak dan kewajiban yang 
membebani para pihak yang melakukan perjanjian. 
Kewajiban pihak yang menyewakan dapat ditemukan di 
dalam pasal 1550 KUH Perdata. Kewajiban-kewajiban 
tersebut, yaitu: 




2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian 
rupa sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk 
keperluan yang dimaksud. 
3) Memberikan si penyewa kenikmatan yang terteram 




Kewajiban pihak yang menyewakan adalah 
menyerahkan barang yang disewa untuk dinikmati 
kegunaan barang tersebut bukan hak miliknya. Tentang 
pemeliharaan barang yang disewakan pihak yang 
menyewakan barang diwajibkan untuk melakukan 
perbaikan-perbaikan yang diperlukan atas barang yang 
disewakan. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 
1551 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi: “Ia harus 
selama waktu sewa menyuruh melakukan pembetulan-
pembetulan pada barang yang disewakan, yang perlu 




Pasal 1552 KUH Perdata mengatur tentang cacat 
dari barang yang disewakan. “Pihak yang menyewakan 
diwajibkan untuk menanggung semua cacat dari barang 
yang dapat merintangi pemakaian barang yang 
disewakan walaupun sewaktu perjanjian dibuat pihak-
pihak tidak mengetahui cacat tersebut”
60
 Jika cacat 
tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak penyewa 
maka pihak yang menyewakan diwajibkan untuk 
menganti kerugian. “Pihak yang menyewakan 
diwajibkan untuk menjamin tentang gangguan atau 
rintangan yang menggangu penyewa menikmati obyek 
sewa yang disebabkan suatu tuntutan hukum yang 
bersangkutan dengan hak milik atas barangnya”.
61
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60 KUH Perdata Pasal 1552 
61 KUH Perdata pasal 1556 dan 1557 
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Jika terjadi yang demikian, maka penyewa berhak 
menuntut suatu pengurangan harga sewa menurut 
imbangan, asalkan ganguan dan rintangan tersebut telah 
di beritahukan kepada pemilik. Akan tetapi pihak yang 
menyewakan tidak diwajibkan untuk menjamin si 
penyewa terhadap rintangan-rintangan dalam 
menggunakan barang sewa yang dilakukan oleh pihak 
ketiga dengan peristiwa yang tidak berkaitan dengan 
tuntutan atas hak milik atas barang sewa. Pihak yang 
menyewakan disamping dibebani dengan kewajiban 
juga menerima hak. Hak-hak yang diperoleh pihak yang 
menyewakan dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 
1548 KUH Perdata, yaitu: 
1) Menerima uang sewa sesuai dengan jangka waktu 
yang telah ditentukan dalam perjanjian; 
2) Menegur penyewa apabila penyewa tidak 




Pasal 1560, 1564, dan 1583 KUH Perdata 
menentukan bahwa pihak penyewa memiliki kewajiban-
kewajiban, yaitu: 
1) Memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah 
yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan 
pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau 
jika tidak ada perjanjian mengenai itu, menurut 
tujuan yang dipersangkakan berhubungan dengan 
keadaan. 
2) Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang 
telah ditentukan. 
3) Menanggung segala kerusakan yang terjadi selama 
sewa menyewa, kecuali jika penyewa dapat 
membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi 
bukan karena kesalahan si penyewa. 
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4) Mengadakan perbaikan-perbaikan kecil dan sehari-
hari sesuai dengan isi perjanjian sewa-menyewa 
dan adat kebiasaan setempat.  
Pihak penyewa memiliki hak, yaitu sebagai berikut: 
1) Menerima barang yang disewa 
2) Memperoleh kenikmatan yang tentram atas barang 
yang disewakan selama waktu sewa. 
3) Menuntut pembetulan-pembetulan atas barang yang 
disewa, apabila pembetula-pembetulan tersebut 
merupakan kewajiban pihak yang menyewakan.
63
 
Dalam sewa-menyewa, pihak yang menyewakan 
merumuskan sendiri ketentuan sewa menyewa dan pihak 
penyewa hanya menyetujui atau menolak ketentuan sewa-
menyewa secara keseluruhan. Klausula eksonerasi dalam 
sewa menyewa terutama bertujuan untuk melindungi 
kepentingan pemilik supaya benda sewaannya itu jangan 
sampai dirusak oleh penyewa. Selain itu, juga supaya 
penyewaan tersebut tidak menimbulkan biaya yang hanya 
dibebankan kepada pemilik. Pemilik yang menyewakan 
benda miliknya tentu mencari manfaat nilai lebih dari 
benda miliknya itu. 
Jika dengan penyewaan itu malahan menimbulkan 
kerugian, sewa-menyewa menjadi tidak berguna bagi 
pemilik benda. Oleh karena itu, pihak yang menyewakan 
selaku pemilik benda merumuskan ketentuan khusus dalam 
sewa menyewa tertulis yang membatasi atau meniadakan 
tanggung jawab pemilik dalam hal-hal tertentu. Disamping 
itu, klausula eksonerasi berfungsi sebagai peringatan bagi 
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6. Manfaat dan Hikmah Sewa-Menyewa (Ij ̅rah) 
Akibat hukum dari sewa-menyewa adalah jika 
sebuah akad sewa-menyewa sudah berlangsung, segala 
rukun dan syaratnya dipenuhi maka konsekuensinya pihak 
yang menyewakan memindahkan barang kepada penyewa 
sesuai dengan harga yang disepakati. 
64
 Orang yang terjun 
di dunia perniagaan, berkewajiban untuk mengetahui hal-
hal yang dapat mengakibatkan sewa-menyewa itu sah atau 
tidak. Bentuk muamalah sewa menyewa ini dibutuhkan 




Dalam hal ini bahwa di samping muamalah jual beli 
maka sewa-menyewa ini mempunyai peran penting dalam 
kehidupan sehari-hari. Sewa- menyewa sebagaimana 
perjanjian jual beli, merupakan transaksi yang bersifat 
konsensual. Perjanjian ini mempunyai akibat hukum yaitu 
pada saat sewa-menyewa berlangsung dan apabila akad 
sudah berlangsung. Maka pihak yang menyewakan 
berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak 
penyewa dan dengan diserahkan manfaat barang atau benda 
maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk 
menyerahkan kembali uang sewanya.
66
 Adapun hikmah 
lainya adalah: 
1) Dapat memenuhi hajat orang banyak. 
2) Menumbuhkan sikap saling tolong menolong kepada 
sesama serta keperdulian pada orang lain. 
3) Menciptakan hubungan silaturahim kepada penyewa 
serta menumbuhkan persaudaraan yang baik antara 
penyewa dan orang yang menyewakan.
67
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Adapun pembatalan atau berakhirnya akad ij ̅rah 
diantaramya adalah: 
1) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. 
2) Pembatalan akad atas dasar kesepakatan antara kedua 
belah pihak.  
3) Rusaknya barang yang disewakan sehingga tidak 
mungkin diteruskan. 
 
B. Prinsip Dasar Muamalah 
Prinsip dalam muamalah adalah setiap umat muslim bebas 
melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang 
oleh Allah SWT berdasarkan Al-Qur‟an dan Sunah. 
1. Prinsip Muamalah Secara Umum 
Dalam fiqh muamalah terdapat beberapa prinsip dasar 
yang harus diperhatikan, yaitu: 
Pertama, kaidah fiqh hukum Islam menyatakan: 
“Segala bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang 
mengharamkannya”. 
 




a. Menetapkan kebolehan suatu bentuk muamalah tidak 
diperlukan mencari dasar hukum syarinya (Al-Qur‟an 
dan As-Sunnah) karena hukum asalnya adalah boleh, 
bukan haram. 
b. Keterangan tekstual dalam Al-Qur‟an dan Sunnah 
tentang muamalah tidak dimaksudkan sebagai 
pembatasan dalam menciptakan bentuk-bentuk 
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muamalah baru yang tidak termuat dalam Al-Qur‟an dan 
Sunnah. 
c. Dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru 
untuk menentukan hukum kebolehannya tidak perlu 
dianalogkan dengan bentuk muamalah yang telah 
dijelaskan dalam wahyu Allah . 
d. Di samping itu, untuk menentukan kebolehan juga tidak 
perlu dianalogkan dengan suatu pendapat hukum Islam 
atau dengan beberapa bentuk muamalah yang telah ada 
dalam literatur hukum Islam termasuk tidak diperlukan 
penggabungan beberapa pendapat. 
e. Ketentuan satu-satunya yang harus diperhatikan dalam 
menentukan kebolehan muamalah baru adalah tidak 
melanggar n ̅sh yang mengharamkan, baik nash Al-




Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan ketika 
membuat sebuah muamalah baru adalah meneliti dan mencari 
wahyu Allah SWT dalam Al-Quran yang menghalalkannya, 
bukan aturan yang mengharamkannya. Ini mengandung arti, 
bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi 
perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai 
dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, 
termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi. 
Kedua, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan 
mendatangkan 




Konsekuensi dari prinsip ini adalah segala bentuk 
muamlah yang merusak atau mengganggu kehidupan 
masyarakat tidak dibenarkan, seperti perjudian, penjualan 
narkotika, prostitusi dan sebagainya. Hakikat kemaslahatan 
dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang 
                                                 




berdimensi integral duniawi dan ukhrowi, matrial dan 
spriritual, serta individual yang kolektif. Sesuatu dipandang 
Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan 
syariah (halal) dan bermanfaat membawa kebaikan bagi 
semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan 
mudharat dan merugikann salah satu aspek. 
Ketiga, kegiatan muamalah dilaksanakan dengan 
memelihara nilai keseimbangan dalam pembangunan. 
Konsep keseimbangan dalam muamalah meliputi berbagai 
segi, antara lain keseimbangan antara pembangunan material 
dan spiritual, pengembangan sektor keuangan dan sektor riil 
dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. 
Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk 
pengembangan sektor koorporasi, namun juga 
pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang 




Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas 
tertentu, syariat menentukan keseimbangan kepentingan 
individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini tampak dari 
firman Allah dalam Q.S. Al-Furqān [25] ayat 67 yang 
berbunyi: 
 
                        
       
 
“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan 
(harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan 
adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang 
demikian.” (Q.S. Al-Furqān [25]: 67) 
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Ayat di atas menerangkan bahwa kita sebagai manusia 
harus hidup secara seimbang tidak boleh boros 
membelanjakan harta kita, namun di tengah-tengah yaitu 
membelanjakan yang sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak 
boleh pula bersifat kikir. 
Keempat, muamalah dilaksankan dengan memelihara 
konsep keadilan dan menghindarkan adanya unsur 
kedzaliman. Segala bentuk muamlah yang mengandung 
unsur penindasan tidak dibenarkan.
73
 
Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada 
tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, 
serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan porsinyanya. 
Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa 
aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, 
melakukan sesuatu bukan pada tempatnya, judi, melakukan 
hal yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam bertransaksi, 
serta melakukan objek transaksi yang haram. Dalam hal ini 
penegakan keadilan telah diterangkan dalam Q.S Al-Mā‟idah 
[5] ayat 8 yang berbunyi: 
                       
                      
          
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad 
itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 
yang dikehendaki-Nya.” (Q.S Al-Mā‟idah [5]: 1) 
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Riba dapat dikatakan sebagai penambahan sejumlah 
harta yang bersifat khusus. Ibnu Rifah mengatakan bahwa 
riba adalah nilai tambahan dalam suatu transaksi emas, perak 
dan seluruh jenis makanan, dan dapat pula dikatakan bahwa 
riba mengambil harta tertentu selain harta yang di pinjam.
74
 
Ghar ̅r kontrak muamalah bisnis perdagangan syariah 
melarang adanya ghar ̅r pada setiap transaksi. Ghar ̅r dapat 
diartikan sebagai suatu ketidakjelasan atau bahaya. Ghar ̅r 
ini juga dapat berkaitan dengan kontrak jual beli dimana 




Judi, yaitu segala bentuk spekulatif atau untung-
untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. 
Pelarangan ini karena judi dan segala bentuknya mengandung 
unsur spekulasi dan membawa kemudharatan yang sangat 
besar.76 
Zalim, secara etimologis mempunyai arti bertindak 
lalim, atau aniaya, mengurangi, menyimpang, menindas, 
bertindak sewenang-wenang, dan tidak adil.
77
 Secara 
etimologis, zalim yaitu transaksi yang menimbulkan 




a) Memakan harta anak yatim secara zalim 
b) Mengurangi timbangan (takaran) 
c) Jual beli paksa 
d) Memakan harta orang lain secara batil 
e) Memakan riba 
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2. Prinsip Muamalah Secara Khusus 
Secara khusus prinsip dalam muamalah ini dapat 
dikategorikan 
menjadi dua yaitu, hal yang dilarang untuk dilakukan dalam 
kegiatan muamalah dan hal yang di perintahkan dalam 
kegiatan muamalah 
a) Hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan beberapa 
prinsip muamalah antara lain: 
(1) Objek Perniagaan Halal 
Prinsip muamalah adalah halal dan bukan 
berbisnis barang-barang yang diharamkan syariat 
Islam. Islam memerintahkan pada pemeluknya 
untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan 
menghindarkan hal-hal yang dibenci Allah SWT. 
Dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjual-
belikan atau melakukan tindakan haram.
79
 
(2) Adanya unsur keridhoan dan tidak adanya paksaan . 
Sebagaimana terdapat dalam Q.S An-Nisā‟ [4] ayat 
29 yang berbunyi: 
                  
              
                       
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu saling memakan harta sesamamu dengan 
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara 
kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” (Q.S An-Nisā‟ [4]: 29). 
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Asas ini menyatakan bahwa transaksi yang 
dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-
masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang 





(3) Pengurusan dana yang amanah 
Dalam berbisnis, nilai kejujuran dan amanah 
dalam mengurus dana merupakan ciri yang mesti 
ditunjukan karena merupakan sifat Nabi dan Rasul 
dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran dan 
amanah merupakan sifat-sifat yang hamper 
bersamaan, anatara satu dengan yang lain saling 
memperkuat. Hal  ini banyak dijelaskan dalam Q.S. 
Al-Mu‟minūn [23] ayat 8 yang berbunyi: 
                 
“Dan orang-orang yang memelihara amanat-
amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.” (Q.S Al-
Mu‟minūn [23]: 8) 
Ayat di atas menjelaskan bahwa pentingnya 
untuk menjaga amanah atau janji dan larangan 
untuk khianat. 
2) Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan 
Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam 
kegiatan muamalah adalah berupa transaksi yang 
didasarkan pada adanya tambahan dari pinjaman 
yang berasal dari kelebihan nilai pokok, penipuan 
atas adanya sebuah kecacatan dari barang-barang 
yang diperjualbelikan, penipuan pada harga barang, 
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C. Denda Dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Denda 
Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah 
gharamah. Secara bahasa gharamah berarti denda. 
Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti  
a. Hukuman yang berupa keharusan membayar dalam 
bentuk uang: oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan 
sebulan atau sepuluh juta rupiah. 
b. Uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena 
melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya): 
lebih baik membayar dapat dipenjarakan.
81
 
Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta’z r̅. 
Ta’z r̅ menurut bahasa artinya memberi pelajaran, 




At-ta’z r̅ adalah larangan, pencegahan, menegur, 
menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak 
ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan 
terhadap segala bentuk maksiat, baik pelanggaran itu 
menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.
83
 
Sedangkan pengertian ta’zir menurut istilah, sebagai 
mana dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu: 
a. Ta’z r̅ adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) 
yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’. 
b. Sedangkan Unais dan kawan-kawan memberikan 
definisi ta’z r̅ menurut syara‟ sebagai berikut: Ta’z r̅ 
menurut syara‟ adalah hukuman pendidikan yang tidak 
mencapai hukuman had syar‟i.
84
 
c. Fathi ad-Duraini, guru besar fikih di Universitas 
Damaskus Suriah, mengemukakan definisi ta’z r̅: 
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“Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk 
menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan 
kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syara‟ 
dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh 
bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang 
wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, baik 
yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa 
gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan 
mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, 
maupun yang terkait dengan hak pribadi”.
85
 
Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, 
jelaslah bahwa ta’z r̅ adalah suatu istilah untuk hukuman 
yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara‟. Dengan 
demikian inti definisi di atas adalah perbuatan maksiat. 
Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan 
perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang 
diharamkan (dilarang). Para ahli fiqh memberikan contoh 
meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, 
meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang 
padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti 
menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil 
waqaf dan lain sebagainya.
86
 Dalam ta’z r̅, hukuman itu tidak 
ditetapkan dengan ketentuan (Allah dan Rasulnya), dan 
hakim yang memutuskan perkara diperkenankan untuk dapat 
mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan 
dikenakan maupun kadarnya.  
Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini 
adalah yang mengganggu kehidupan, harta orang serta 
kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat 
berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan 
lain-lain.
87
 Ta’z r̅ (hukuman yang tidak ada aturannya dalam 
Syara‟) adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti 
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memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak 
boleh melakukan ta’z r̅ dengan mencukur jenggot ataupun 
memungut uang (denda). 
Kaum muslimin yang harus melaksanakan ta’z r̅ 
dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik 
yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi‟i dan ulama 
pengikut Imam Syafi‟i tidak ada satupun yang membolehkan 
memungut denda uang.  
Dalam sebagian fatwa Ibnu „Alan menyatakan bahwa 
pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut 
sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya 
adalah pengerusakan Khalifah Umar terhadap rumah Sa‟ad, 
ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga 




Pelanggaran dalam hukum pidana Islam yang 
mewajibkan hukuman denda, terdapat  dua macam yaitu 
melukai dan merusak salah satu anggota badan.
89
 Namun 
denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai ta’z r̅ bukan 
diyat, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak 
berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota 
badan seseorang. Secara garis besar hukuman ta’z r̅ dapat 
dikelompokkan menjadi empat yaitu: 
a. Hukuman ta’z r̅ yang mengenai badan, seperti hukuman 
mati dan pukulan. 
b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan 
seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan. 
c. Hukuman ta’z r̅ yang berkaitan dengan harta seperti 
denda, perampasan harta, dan penghancuran barang. 
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d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh seseorang 
atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-
kepentingan umat demi kemaslahatan umum.
90
 
Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga 
yaitu 
hukuman ta’z r̅ yang berkaitan dengan harta. Para ulama 
berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta’z r̅ 
dengan cara mengambil harta. Menurut Abu Hanifah, 
hukuman ta’z r̅ dengan cara mengambil harta tidak 
dibolehkan. 
Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn 
Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf 
membolehkannya apabila dipandang membawa maṣlaḥat. 
Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi‟i dan Imam 
Ahmad Ibn Hanbal.
91
 Denda keterlambatan merupakan salah 
satu bentuk dari hukuman ta’z r̅ yang berkaitan dengan harta. 
Namun para ulama berbeda pendapat mengenai denda uang. 
 
2. Dasar Hukum Denda  
Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan 
pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman 
denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat 
boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu 
Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama 
Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama 
dari kalangan mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa seorang 
hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu 
tindak pidana ta’z r̅. Alasan yang mereka kemukakan adalah 
sebuah riwayat dari Bahz bin Hakim yang berbicara 
tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW 
bersabda: 
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“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, 
akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan 
membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil 
sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman 
dari Tuhan kami....”(HR. An-Nasa‟i). 
 
Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan 
bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang 
enggan membayar zakat.
93
  Alasan mereka adalah bahwa 
hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah dibatalkan 
oleh hadis Rasullah SAW, diantaranya hadits yang 
mengatakan: 
94
“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain 
zakat.” 
(HR. Ibnu Majah). 
Di samping itu mereka juga beralasan pada keumuman 
ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-
wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam Q.S. Al-
Baqarah [2] ayat 188 yang berbunyi: 
                          
                      
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“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta 
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil 
dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada 
hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada 
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 
kamu Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 188) 
 
Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta 
seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan 
melakukan tindak pidana ta’zir, termasuk kedalam larangan 
Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu 
tidak ada.
95
 Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang 
hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa 
hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis 
Rasulullah di atas. 
 
3. Syarat Penggunaan Hukuman Denda 
Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi 
atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat 
kembali. Dalam pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa 
penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya 
suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila debitur 
setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap 
melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau 




Maksud “dalam keadaan lalai” di atas adalah sebagai 
peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-
lambatnya debitur wajib memenuhi prestasinya. Apabila saat 
ini dilampauinya maka debitur ingkar janji.  
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi 
dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan 
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seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang 
menyebutkan bahwa: 
Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila 
karena kesalahannya: 
a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk 
melakukannya. 
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak 
sebagaimana 
dijanjikan. 
c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. 
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukan”. 
Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 
38, yaitu: “Pihak dalam akad yang melakukan ingkar 
janji dapat dijatuhi sanksi: 
a. Membayar ganti rugi 
b. Pembatalan akad 
c. Peralihan resiko 
d. Denda, dan/atau 
e. Membayar biaya perkara”.97 
Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, 
sebagian para ahli fiqh dari kelompok yang membolehkan 
mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, 
yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan 
darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah 
menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika 
tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.
98
 
Seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda 
terhadap suatu tindak pidana ta’z r̅, apabila menurut 
pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan 
pada pelaku pidana. Menurut mereka, seorang hakim harus 
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senantiasa berupaya agar hukuman yang ia terapkan benar-
benar dapat menghentikan paling tidak mengurangi seseorang 
melakukan tindak pidana yang sama. 
Oleh sebab itu, dalam menentukan suatu hukuman, 
seorang hakim harus benar-benar mengetahui pribadi 
terpidana, serta seluruh lingkungan yang mengitarinya, 
sehingga dengan tepat ia dapat menetapkan sebuah 
hukumannya. Jika seorang hakim menganggap bahwa 
hukuman denda itu lebih tepat dan dapat mencapai tujuan 




4. Hal-Hal Yang Bisa Dijatuhi Denda 
Suatu hal yang disepakati oleh para ahli fiqh bahwa 
hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana ta’z r̅ 
dengan denda. Contohnya adalah sebagai berikut: 
a. Pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi 
hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri. 
b. Hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang 
hilang adalah denda dua kali lipat dari nilainya. 
c. Hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakat 
adalah dengan mengambil secara paksa setengah 
kekayaannya.  
Para ahli fiqh pendukung hukuman denda menetapkan 
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